
BAB IV 

PENUTUP 

4.1  Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan dalam bab ini kesimpulan yang didapat dari 

penelitian yang telah dilakukan dari kurun waktu bulan Oktober 2017 

hingga Januari 2018, dengan kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pemberdayaan Industri Kreatif 

Kegiatan industri kreatif merupakan kegiatan usaha yang memiliki 

potensi dan kontribusi yang besar dalam proses pembangunan ekonomi 

di Kabupaten Bantul. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan 

dapat ditarik kesimpulan bahwa kegiatan usaha dapat berpengaruh 

terhadap kemajuan daerah dan pembangunan daerah. Dalam proses 

pelaksanaannya pemberdayaan dan perlindungan industri kreatif telah  

berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah 

Kabupaten Bantul maupun Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Pembangunan daerah dalam bidang ekonomi yang dibarengi dengan 

pemanfaatan potensi budaya dan wisata ikut berpengaruh besar 

terhadap pengembangan indutri kreatif dengan permintaan pasar yang 

terus meningkat. 

Dalam kegiatan industri kreatif memiliki permasalahan dalam 

kebijakan (policy) yang belum mendukung terkait hak cipta karya bagi 

pelaku industri kreatif seperti perfilman, animasi dikarenakan proses 



produksi yang memunculkan ide dimana saja. Namun, saat ini 

perhatian pemerintah terhadap industri kreatif terus dikembangkan 

dengan adanya berbagai kegiatan terkait dengan promosi karya-karya 

pengrajin melaui event, pendataan yang terus dilakukan, serta 

perlindungan bagi hak cipta karya pengrajin. Tingginya partisipasi 

masyarakat dalam kebijakan terkait industri kreatif mempermudah 

pemerintah untuk dapat terus meningkatkan industri kreatif. Dalam 

pelaksanaannya masyarakat tidak menemui banyak kendala dengan 

kebijakan yang dibuat pemerintah sehingga industri kreatif dapat 

berkembang sesuai dengan rencana kebijakan dari pemerintah. 

Perlunya pemberdayaan industri kreatif untuk mengarahkan dan 

memperkuat kontribusi-nya dalam pembangunan perekonomian 

daerah, baik dalam penanggulangan kemiskinan, penciptaan lapangan 

kerja, maupun dalam peningkatan nilai tambah perekonomian yang 

menyokong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pembangunan 

berkelanjutan. 

Terciptanya pembangunan ekonomi daerah bukan hanya saja 

terfokus terhadap bagaimana pelaksanaan kebijakan namun juga 

memperhatikan berbagai aspek pembangunan sesuai dengan 

sustainable development. Pembangunan berkelanjutan yang 

memperhatikan keseimbangan berbagai dimensi pembangunan seperti 

ekonomi, sosial dan lingkungan juga ikut dipertimbangkan pemerintah 

dalam proses pembuatan kebijakan. Dalam pelaksanaannya pemerintah 

juga memperhatikan keterkaitan pembangunan ekonomi, sosial 



masyarakat serta memperhatikan lingkungan agar pemanfaatan 

lingkungan bagi bahan baku maupun proses kegiatan tidak 

menimbulkan kerusakan ataupun merugikan pihak lain. Sehingga 

kebijakan yang dibuat berpihak terhadap aspek sosial, ekonomi serta 

lingkungan demi terciptanya pembangunan berkelanjutan yang sesuai 

dengan sasaran kebijakan. 

2. Perlindungan Industri Kreatif 

Industri kreatif yang terus dikembangkan dengan saat ini 

banyaknya pusat-pusat kerajinan yang banyak terdapat di Kabupaten 

Bantul, serta potensi budaya dan wisata yang cukup besar membuka 

banyak peluang bagi pengrajin industri kreatif untuk memasarkan 

produk-produknya. Dengan perlindungan bagi proses kerajinan, hingga 

perlindungan bagi pengusaha dengan berbagai kebijakan juga ada 

kebijakan yang dibuat guna melindungi karya-karya hasil ciptaan 

pengrajin dengan adanya Hak Kekayaan Intelektual (HAKI). 

Perlindungan industri kreatif yang sudah diberikan pemerintah 

yang terdiri atas iklim usaha yang kondusif, adanya kemitraan, 

jaringan usaha, pengaturan tata niaga, HAKI, advokasi, penyelesaian 

masalah dan sengketa. Terciptanya good governance yang cukup baik 

dalam proses pemberdayaan dan perlindungan industri kreatif melalui 

kebijakan-kebijakan dalam rangka memperkuat diri dalam proses 

pertumbuhan ekonomi daerah. Sikap proaktif terhadap proses 

pembuatan kebijakan yang disesuaikan dengan kebutuhan dari pelaku 

usaha dan partisipatif pemerintah yang cukup tinggi dalam proses 



pembuatan kebijakan membuat pemerintah untuk terus mengutamakan 

pengembangan usaha sehingga ekonomi daerah dapat terus meningkat. 

4.2 Saran 

Berdasarkan uraian diatas maupun dari berbagai masukan dari 

berbagai kalangan pihak terkait dalam tujuan pemerintah untuk dapat 

menjalankan tata pemerintahan yang sesuai dengan good governance 

maka saran yang dapat diberikan yaitu : 

1. Peraturan Daerah terkait dengan pemberdayaan dan perlindungan 

industri kreatif dapat dilakukan dengan memperhatikan apa yang 

menjadi tujuan dari pembangunan ekonomi. Dengan pemberdayaan 

dan perlindungan industri kreatif dapat membantu dalam proses 

pengelolaan serta manajemen pelaksanaan usaha. 

2. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dapat berjalan dengan baik, 

dengan kebijakan yang baik serta perhatian yang nyata bagi industri 

kreatif akan semakin menumbuh kembangkan usaha terkait. 

3. Kebijakan serta program yang bersifat menyeluruh dan dapat menjadi 

solusi, serta pedoman bagi pemberdayaan dan perlindungan industri 

kreatif, koperasi dan usaha kecil. Bantuan pemberdayaan dan 

perlindungan dengan adanya iklim usaha yang baik, jaringan usaha, 

anggaran permodalan, koordinasi, partisipasi masyarakat, serta 

perlunya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan pemerintah 

daerah agar kebijakan dapat berkontribusi terhadapat ekonomi daerah 

dan pada akhirnya tercapai kesejahteraan masyarakat. 


